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Kewenangan MKD Diminta Dibatasi

KUASA hukum Forum Kajian
Hukurn dan Konstius (FKHK)

~ [rman Dutrasidin meminta

kewenangan Mahkamah
Kehormatan Dewan (MKD)
memberikan pertimbangan
dan izin pemeriksaan terha-
dap anggota DPR yang terlihat
Kaus pidana yang termaktub
di Undang-Undang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD (UU MD3) te-
tap dipertahankan. Namun,
4 meminta kewe-nangan itu
dibatas.

“MKD yang akan menilaipe-
manggilan itu ada hubungan
dengan pelaksanaan tugas
atau tidak, tapi ada kedalu-
warsa 30 hari. Kalau tidak
ada pertimbangan, dianggap

itu tidak ada hubungannya
sehingga persetujuan Presi-
den pun tidak diperlukan;”
ujar Irmandalam sidang wji
materiUUMD3 beragendakan
perbaikan permohonan di
Gettung Mahkamah Konstitusi
(MK), Jakarta, kemarin,

Pasal 245/ayat (1) UU MD3

berbunyi, ‘Pemanggilan-dan -

permintaan keterangan-ke-

- pada anggota DPR sehubung-

an dengan terjadinya tindak
pidana yang tidak sehuhung-
an dengan pelaksanaan tu-
gas sebagaimana dimaksud
Pasal 224 harus mendapatkan
persetujuan tertulls dari Presi-
den setelah mendapat pertim-
hangan dari MKD'.

Dalamsidang yang dipimpin
hakim konstitusi Suhartoyo
1t, Irman juga meminta agar
kata ‘tidak’ di pasal tersebut
dihapuskan. “Supaya nanti
yang perlu. dimintal pertim-
hangan MKD itu ialah ketika
yang ada-hubungan dengan
pelaksanaan tugasnya ang-
gotaDPR saja,” jelas Irman.

Permohonan uji materi
FKHK teregistrasi dengan no-
mor perkara 16/PUU-XV/2018,
Selain oleh FKHK uji materi
Juga ciajukan Partat Solidari
tas Indonesia (PSI) dengan no-

mor perkara 17/PUU-KV/2018

dan oleh dua mahasiswa

yakni Zico Leonard Diagardo
- Simanjuntak dan Josua Satria

Collins dengan nomor perkara
18/PUU-RVI2018.

+ Selain Pasal 245, para pemo-
hon juga meminta MK meng-
uji Pasal 73 ayat (3), ayat (4)

*(5)dan (6),serta Pasal 122 hu-

ruf k. Terkait Pasal 122 huruf
kUUMD3, Zico menilai, keten-
tuan pasal itu telah menyalahi
prinsip pembagian kekuasaan
antara legislatif, yudikatif, dan
eksekutif (trias politica) yang
dianut konstitusi,

“Dalam prinsip trias po-
litica, DPRitu hanya membuat
UU, tidak melaksanakan dan
tidak menegakkannya. Dan,
jenis kekuasaan semacam
Ini bisa ahsolut,” ujarnya.
(Deo/P-4)
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